SALINAN

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 49 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BATAM

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1

WALI KOTA BATAM,

bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian
Omicron serta  Penegakan  Penggunaan  Aplikasi
PeduliLindungi, perlu menetapakan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
di Kota Batam;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

9. Peraturan. . .




Menetapkan

o

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan  Pemulihan Ekonomi  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KOTA BATAM.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020
Nomor 759) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan. . .




.

Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah dan setelah angka 9
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 10, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:

1
2,
3.

10.

Daerah adalah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah di Kota Batam.

Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  yang
selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja  Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Batam.

Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang
dilakukan orang atau badan yang berhubungan
dengan sosial kemasyarakatan dan budaya.

Memakai masker, mencuci tangan pakai
sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurai
mobilitas dan  menghindari  kerumunan
selanjutnya disebut SM adalah memakai
masker, mencuci tangan pakai sabun/hand
sanitizer, menjaga jarak, mengurai mobilitas
dan menghindari kerumunan dalam rangka
melaksanakan protokol kesehatan.

Karyawan adalah orang vyang bekerja/
dipekerjakan dalam kantor/
perusahaan/instansi baik pemerintah maupun
swasta.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan
Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
usaha di bidang perdagangan/jasa.

Quick Response Code yang selanjutnya
disingkat QR Code adalah suatu kode
dua dimensi yang didalamnya berisi informasi
dan diperlukan pemindaian menggunakan

smartphone.
2. Ketentuan. . .
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Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Subjek pengaturan ini meliputi:

a. Perorangan memakai masker, mencuci
tangan  pakai sabun/hand  sanitizer,
menjaga jarak, mengurai mobilitas dan
menghindari kerumunan (5M);

b.  Pelaku Usaha menyiapkan sarana
prasarana SM  bagi Karyawan dan
pengunjung yang datang; dan

B pengelola, penyelenggara atau penanggung
jawab  tempat dan fasilitas umum
menyiapkan sarana prasarana 5M bagi
karyawan dan pengunjung yang datang.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol
kesehatan antara lain meliputi:

a.  bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri
berupa masker yang menutupi hidung
dan mulut hingga dagu, jika harus
keluar rumah atau berinteraksi
dengan orang lain yang tidak
diketahui status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur
menggunakan sabun dengan air
mengalir/ hand sanitizer,

menjaga jarak;
mengurangi mobilitas;

menghindari kerumunan;dan

gh I o 0

menerapkan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS);

b.  bagi Pelaku Usaha, pengelola,
penyelenggara, atau penanggung jawab
tempat, dan fasilitas umum:

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan
berbagai media informasi untuk
memberikan pengertian dan
pemahaman mengenai pencegahan
dan pengendalian Covid-19;

2. menyediakan...
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2. menyediakan sarana cuci tangan

pakai sabun yang mudah
diakses dan memenuhi standar atau
penyediaan cairan pembersih

tangan/ hand sanitizer,

3. upaya identifikasi (penapisan) dan
pemantauan kesehatan bagi setiap
orang yang akan beraktivitas di
lingkungan kerja;

upaya pengaturan jaga jarak;

5. pembersihan dan disinfeksi
lingkungan secara berkala;

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku
masyarakat yang beresiko dalam
penularan dan tertularnya Covid-19;

7. fasilitasi deteksi dini dalam
penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran Covid-19;

8. Pelaku Usaha wajib menyediakan

fasilitas QR Code dan
mengoptimalkan penggunaannya
serta melakukan penegakan

pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi.
PASAL II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto

JEFRIDIN
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 867

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah, Kota Batam

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19830102 200903 1 001
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         Salinan sesuai dengan aslinya
      An. Sekretaris Daerah Kota Batam
                            Ub
              Kepala Bagian Hukum


        JOKO SATRIO SASONGKO, SH
                     Penata Tk. I
          NIP. 19830102 200903 1 001


